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Abstrak 

 
Perumahan dan permukiman merupakan sektor yang strategis untuk membangun 

manusia Indonesia yang seutuhnya, karena rumah memiliki fungsi yang sangat strategis di 
dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya dan 
peningkatan kualitas generasi mendatang yang berjati diri. Penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi dimana 
setiap orang atau keluarga di Indonesia mampu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan 
perumahannya yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang reponsif 
dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang produktif. 
Permukiman di Kawasan Bandengan adalah permukiman yang diperuntukkan bagi 
masyarakat nelayan yang direlokasi dari Bantaran Kali Kendal pada tahun 2003. Pengadaan 
permukiman tersebut mendapat bantuan dari Pemerintah Negara Kuwait. Namun di dalam 
pembangunan permukiman tersebut sama sekali tidak memperhatikan kelompok masyarakat 
pengguna khususnya Nelayan, yang secara sosial budaya berbeda dengan masyarakat 
lainnya. Permukiman yang dibangun tersebut berjumlah 40 buah dengan model kopel, yang 
luasnya 35 m
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 sehingga di dalam pengembangannya menjadi tidak terkendali, hampir seluruh 

keluarga yang menempati permukiman tersebut melakukan pengembangan, sesuai dengan 
kebutuhannya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kekumuhan pada permukiman tersebut. 
Selain kondisi yang kumuh maka penyediaan fasilitas sanitasi lingkungan juga tidak 
mendapat perhatian sehingga hampir seluruh warga menggunakan Kali Kendal sebagai 
sarana MCK. Hal ini didasarkan teori-teori yang menitikberatkan pada hasil pekerjaan para 
perencana dan perancang, dan mengabaikan karakter lingkungan yang unik yang didesain 
oleh rakyat biasa (tradisi populer masyarakat) yang dibangun melalui pemahaman perilaku 
dan lingkungan budaya lokal (Rapoport, 1984). 
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Berdasarkan kondisi tersebut, maka kedepan di dalam pembangunan perumahan 
dan permukiman perlu memperhatikan kebutuhan dan karakateristik bagi masyarakat 
pengguna khususnya masyarakat yang mempunyai kondisi sosial budaya berbeda 
(masyarakat nelayan), serta lingkungan fisiknya.  
 
Key World: Adaptasi, Budaya Bermukim, Masyarakat Pesisir  
 
 
Pendahuluan 

Permasalahan perumahan merupakan masalah yang dialami oleh hampir 

seluruh negara berkembang (developing countries). Ledakan penduduk perkotaan 

akibat faktor migrasi desa-kota yang cukup tinggi memunculkan biaya biaya sosial 

yang luar biasa besarnya untuk penyediaan perumahan yang layak dan jasa-jasa 

sosial lainnya. Seiring dengan terus meluasnya urbanisasi tumbuh subur pula 

kantung-kantung permukiman kumuh (slum) dan kampung-kampung kumuh tengah 

kota (shantytown) serta semakin banyak penduduk kota yang tinggal berimpit di 

pusat permukiman yang sebenarnya tidak layak huni  (Todaro, 2000).  

Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan rumah  yang 

layak untuk seluruh rakyat indonesia telah direncanaan sejak awal kemerdekaan 

dengan penyelenggaraan Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung tanggal 25-
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30 Agustus 1950 sampai munculnya UU No. 1/1964 Tentang Pokok-Pokok 

Perumahan, yang realisasi secara besar-besarannya baru diadakan pada Pelita II 

tahun 1974.  Pada tahun yang saya lembaga pendukung penangan masalah 

perumahan seperti Badan Kebijaksanaan Perumahan nasional, Perum Perumnas 

dan BTN sebagai bank Hipotik juga dibentuk (Sumiarto, 1993). 

Segala upaya di atas memang belum membuahkan hasil dan permasalahan 

perumahan dan permukiman di Indonesia juga semakin besar. Permasalahan ini 

tidak hanya pada upaya penyediaan, tetapi juga untuk menganti yang rusak 

mengingat kondisi fisik nya masih jauh dari memenuhi syarat kelayakan sebagai 

rumah tinggal. Banyak program-program rumah sederhana atau perbaikan kampung 

dipertanyakan apakah program-program tersebut sudah menjangkau dan sesuai 

dengan kelompok sasaran yang dituju, yaitu masyarakat miskin yang membutuhkan 

perumahan.  

 
A. Kajian Teoritik  

 
A.1. Karakteristik Masyarakat Pesisir 

 Secara garis besar terdapat beberapa ciri-ciri masyarakat pesisir sebagai 

representasi komunitas desa pantai dan desa terisolasi tersebut. Adapun ciri-ciri 

tersebut adalah: (1) sistem pengetahuan; (2) sistem kepercayaan; (3) struktur sosial; 

(4) peran perempuan dan (5) posisi sosial nelayan. Kelima aspek tersebut 

membentuk karakteristik masyarakat pesisir yang lebih egaliter dan agama sangat 

berperan didalam hubungan masyarakat (Satria. A 2002 dan Zahri. N 2007) 

 
A.2. Pembangunan Perumahan dan Permukiman  

Pola pembangunan perumahan dapat dikategorikan atas pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah dan swasta di satu sisi dan  pembangunan yang 

dilakukan sendiri oleh masyarakat di sisi lainnya. Data empiris menunjukkan bahwa 

cara pengadaan perumahan tersebut diatas hanya mampu menyediakan  ±15% dari 

kebutuhan perumahan nasional setiap tahunnya. Kekurangan sebesar 85% 

kebutuhan dipenuhi sendiri secara swadaya oleh masyarakat. 

Pola pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah serta 

pengembang swasta adalah skema pengadaan perumahan yang ditawarkan melalui 

mekanisme pasar formal dengan fasilitas kredit bagi pembelinya. Pola pembangunan 

seperti ini pada akhirnya terbentur pada kenyataan: 

Rendahnya kemampuan masyarakat untuk menjangkau harga rumah yang 

ditawarkan melalui pasar formal. Kenaikan pendapatan tidak seimbang dengan 

kenaikan harga rumah dan lahan, sehingga daya beli (affordability) masyarakat 

secara relatif makin menurun dari tahun ke tahun. Hal inilah yang menyebabkan pola 

pembangunan perumahan yang ada belum mampu menjangkau segmen masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

Dalam situasi ketidak-mampuan tersebut, kebutuhan akan hunian yang tidak 

terakomodasi pasar pada akhirnya  mendorong masyarakat untuk 

menyelenggarakan sendiri pengadaan perumahan dan pemukimannya secara 

swadaya. Secara nyata apa yang terjadi pada permukiman di sebagian besar kota-

kota di Indonesia  menunjukan bahwa  pemukiman yang terbentuk sebagian besar (> 

65%) adalah kreasi dari warga kotanya secara swadaya. 



Perumahan dan permukiman yang dibangun oleh masyarakat memiliki ciri-ciri 

pembangunan yang bersifat individual, menghasilkan bentuk yang sesuai dengan 

kebutuhan sosial dan kemampuan ekonominya (ala kadarnya). Rumah-rumah yang 

dibangun secara individual tersebut, kemudian membentuk pemukiman yang 

kemudian tumbuh dan berkembang secara incremental dengan pola pertumbuhan 

yang tidak teratur. 

Pemukiman yang terbentuk sebagai akibat pembangunan yang dilakukan 

oleh perorangan-perorangan secara swadaya tersebut, diyakini apabila  tanpa suatu 

pemampuan, penguatan dan pengarahan yang cukup akan membentuk lingkungan 

pemukiman yang tidak teratur dan tumbuh secara tidak terkendali dan menghasilkan 

suatu pemukiman yang tidak memenuhi syarat-syarat pemukiman yang sehat. Yang 

kemudian kita kenal dengan berbagai istilah, antara lain: slum (permukiman kumuh), 

squatter (pemukiman liar), permukiman marginal, kampung kumuh, kampung kota 

dan lain-lain (Sultan Hidayat, 2003). 

Unsur permukiman itu sendiri antara lain berupa wadah, tanah/lahan yang 

digunakan dan pengisi  penghuni yang terdiri dari makhluk hidup dn benda tak hidup. 

Permukiman dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) karakter yaitu: 1) more agriculture 

(traditional countries) dengan ciri pertanian menjadi mata pencaharian utama (Irian 

Jaya); 2) Development (berkembang) daerah yang sedang giat membangun 

(Kalimantan dan Sumatra) dan 3) more industrial (maju) banyak industri skala besar, 

banyak muncul usaha jasa dan pelayanan, dan tingkat kepadatan relatif tinggi 

 
B. Deskripsi Permasalahan 

Hakekat perkembangan permukiman di setiap wilayah adalah perubahan 

yang dapat terjadi secara terencana maupun secara fisik terencana. Hal ini berakibat 

pada perkembangan kuantitas dan kualitas permukiman bervariasi secara 

keruangan. Beberapa masalah di wilayah pesisir yang berkaitan dengan ruang 

wilayah antara lain belum serasinya perkembangan dan keterkaitan aktifitas 

pertanian dengan sektor lainnya dalam penngembangan wilayah sebagai satu 

kesatuan, masih banyaknya kerusakan lingkunngan akibat kinversi lahan, dan masih 

kurang layaknya kondisi lingkungan perumahan dan permukimnan beserta sarana 

dan prasarana permukiman penduduknya (Pascionne, 1984; Riyadi, 2000). 

Adapatasi nelayan terhadap pembangunan permukiman yang tidak sesuai 

dengan karakteristik masyarakat nelayan merupakan permasalahan yang akan 

ditulis. Seperti yang diketahui bahwa selama ini pembangunan perumahan dan 

permukiman merupakan masalah yang harusnya menjadi salah  prioritas pemecahan 

masalah. 

 
C. Kajian permasalahan berdasarkan Teori 

Pada kawasan Bandengan terdapat 2 (dua) jenis rumah yaitu rumah yang 

dibangun dengan mendapatkan tanah kemudian membangun sendiri rumahnya, 

sebanyak 25 buah kemudian yang kedua adalah rumah didapatkan bantuan dari 

pemerintah Kuwait dalam pengadaan riumah sebanyak 40 buah 

Kondisi bangunan fisik permukiman nelayan di UDN pada umumnya dalam 

kondisi kurang layak huni dan tidak memenuhi kriteria rumah sehat. Kurangnya 

pemeliharaan terhadap tempat tinggal, kebersihan rumah dan lingkungannya yang 

tidak terjaga dengan baik, menyebabkan kondisi permukiman tampak kumuh dan 

kontor.  



Sebenarnya beberapa keluarga yang telah mapan ekonominya secara 

swadaya telah membangun kembali rumah-rumah asli bantuan presiden tersebut 

menjadi rumah permanen yang telah memenuhi persyaratan sederhana rumah 

sehat. Namun karena pemeliharaan terhadap lingkungan sekitar kurang, menjadikan 

lingkungan permukiman tampak kumuh dan kotor. 

Berikut ini disampaikan kondisi fisik rumah beserta lingkungan sekitarnya 

secara lebih rinci dan detail, sebagai hasil observasi langsung dan hasil wawancara 

dengan penghuninya secara langsung. 

1. Kondisi Penutup Atap Bangunan 

Untuk dapat memenuhi persyaratan rumah sehat, maka atap tempat tinggal 

harus rapat dan tidak bocor. Kondisi atap rumah di kawasan Bandengan semua 

berupa atap genteng. Namun beberapa rumah dari 40 unit rumah ada yang bocor 

dan perlu perbaikan. 

Berikut ini disampaikan visualisasi kondisi atap rumah di kawasan Bandengan pada 

gambar berikut ini. 

GAMBAR 1 

Kondisi Atap Rumah Penduduk di Kawasan Bandengan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Kondisi dan Jenis Lantai 

Bangunan asli rumah di kawasan Bandengan semua berlantai plester semen. 

Namun karena sudah lamanya usia bangunan banyak yang sudah retak dan rusak. 

Sebagian besar telah diperbaiki sendiri oleh penghuninya. Namun rumah yang telah 

dibangun baru oleh penduduk ada yang berlantai keramik, tegel/ ubin dan plester 

semen biasa.  

Rumah-rumah asli yang telah mulai usang, kebanyakan lantainya telah rusak 

dan menjadi lantai tanah, dan tidak diperbaiki karena penduduk tidak mampu 

memperbaiki, dan sebagian lagi tidak peduli, karena bagi mereka tidak masalah. 

Lantai yang rusak terutama bagian depan rumah/ teras depan rumah. 

Untuk rumah tambahan yang biasnya untuk menyimpan kayu, dapur dan 

gudang berlantai tanah dan sangat kotor, kondisinya lembab pada musim hujan dan 

musim kemarau berdebu, sama sekali tidak memenuhi standar rumah sehat yaitu 

kondisi lantai harus kering dan mudah dibersihkan. 

 
 

Empat puluh rumah di UDN 
semuanya sudah berupa 
atap genteng dnegan 
kondisi masih bagus, 
namun beberapa rumah 
yang sudah usang dan 
belum pernah diganti 
atapnya sejak awal 
pembangunan, banyak 
yang bocor dan perlu 
perbaikan, agar memenuhi 
kriteria rumah sehat: ” atap 
harus rapat dan tidak 
bocor”. 
Sumber: Survey primer – 
Tim Peneliti, 2005 

 
 



GAMBAR. 2 

Kondisi Lantai Rumah Penduduk di Kawasan Bandengan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar diatas adalah rumah asli bantuan presiden 
di UDN yang belum mengalami perubahan, lantai 
telah rusak menjadi lantai tanah. Sedangkan gambar 
disampingnya adalah tampilan rumah tambahan 
yang berfungsi sebagai dapur dan gudang tampak 
dari luar (atas) dan bawah adalah bagian dalam 
rumah dengan lantai tanah. 
Sumber: Survey primer – Tim Peneliti, 2005 

 
3. Kondisi dan Jenis dinding 

 Kondisi dinding untuk rumah asli tampak kusam, kotor tidak terpelihara 

dnegan baik karena alasan ekonomi dan lainnya tidak peduli karena tidak mengerti 

pentingnya rumah sehat. Rumah asli dindingnya terbuat dari kayu dan pasangan 

bata. Kondisi dinding kayu banyak yang telah lapuk, dan sebagian penduduk 

mempebaiki secara swadaya, namun sebagian yang tidak mampu tidak diperbaiki 

sama sekali. Rumah-rumah baru kualitasnya lebih baik dengan dinding dari tembok/ 

pasangan bata, dan secara kualitas telah memenuhi standar rumah sehat. 

Perilaku dan budaya kumuh masyarakat tidak memberikan jaminan bahwa 

pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah dalam hal ini dinding rumah, 

dapat membuat lingkungan permukiman menjadi lebih sehat. Karena di lokasi studi 

penduduk yang mampu secara ekonomi telah membangun secara swadaya rumah 

mereka, namun lingkungan tempat tinggal tetap kumuh, kotor dan tidak sehat. 

Bangunan tambahan, yang dibangun untuk dapur, gudang dan penyimpan kayu 

kebanyakan berdinding bambu, biasanya dibangun dibelakang atau disamping 

rumah, dengan dinding dari bambu. Pembangunannya seadanya tanpa perencanaan 

sehingga lingkungan menjadi kumuh dan  berhimpitan, tidak memperhatikan jarak 

antar bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAMBAR .3 

Kondisi Dinding Rumah Penduduk di Kawasan Bandengan 
 
Rumah asli dindingnya 
terbuat dari kayu dan 
pasangan bata. Kondisi 
dinding kayu banyak yang 
telah lapuk, dan sebagian 
penduduk mempebaiki 
secara swadaya, namun 
sebagian yang tidak mampu 
tidak diperbaiki sama sekali. 
Rumah-rumah baru 
kualitasnya lebih baik 
dengan dinding dari tembok/ 
pasangan bata, dan secara 
kualitas telah memenuhi 
standar rumah sehat. 
Namun secara keseluruhan 
dengan lingkungan disekitar 
belum dapat dikatakan 
sehat, karena kebersihan 
lingkungan sekitar rumah 
tidak dipelihara dan dijaga 
dengan baik. 
Sumber: Survey primer – 
Tim Peneliti, 2005 

 

 

GAMBAR .4 

Kondisi Bangunan Tambahan 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kondisi bangunan tambahan, dinding dari bambu, atap genteng dan lantai tanah. 
Kondisi demikian membuat lingkungan permukiman menjadi semakin kumuh, tidak 
beraturan, karena tata letak bangunan yang dibuat sembarangan. Penduduk tidak 
tahu tentang standar rumah sehat, dan bagaimana menciptakan lingkungan tempat 

tinggal yang sehat. 
Sumber: Survey primer – Tim Peneliti, 2005 
 

 

4. Kondisi pencahayaan alami  dan sirkulasi/ ventilasi udara  

Rumah asli telah didesain sesuai dengan standar rumah sehat. Pencahayaan 

alami dan ventilasi udara cukup baik. Sirkulasi udara dapat berjalan lancar. Rumah 

ditata berhadap-hadapan menghadap Utara dan Selatan, sehingga matahari dari 

arah Timur dapat masuk dengan baik. Jarak antar bangunan berdasarkan desain 

eksisting telah memenuhi standar kesehatan. 

Namun pembangunan baru yang dilakukan oleh penduduk untuk memperluas 

rumah mereka dengan penambahan bangunan baru, tanpa perencanaan yang baik 

menyebabkan beberapa rumah saling berhimpitan satu sama lain sehingga sirkulasi 

udara tidak dapat berjalan dengan baik. 

  

  

  



Berdasarkan syarat rumah sehat kebutuhan udara bersih didalam rumah ± 9 

m3/orang, kebutuhan pergantian udara ± 0,80 m3/menit/orang, dan kebutuhan 

penerangan alam didalam kamar minimum 50 lux. Namun karena perilaku 

masyarakat yang tidak mengerti kebutuhan-kebutuhan ini menyebabkan rumah yang 

telah didesain sesuai standar kesehatan menjadi tidak sehat. Perilaku-perilaku ini 

ditunjukan seperti: 

 Jendela pada waktu pagi hari – siang tidak dibuka (seringkali jendela rumah 

tertutup rapat). 

 Ventilasi rumah ditutup dengan plastik karena alasanbanyak nyamuk 

(harusnya menggunakan kain kassa). 

GAMBAR .5 

Kondisi Pencahayaan dan Sirkulasi Udara 
 
 
Kondisi pencahayaan alami disiang hari disalah 
satu rumah penduduk yang bangunan rumahnya 
masih asli di UDN.  
Pembangunan baru yang dilakukan oleh 
penduduk untuk memperluas rumah mereka 
dengan penambahan bangunan baru, tanpa 
perencanaan yang baik menyebabkan beberapa 
rumah saling berhimpitan satu sama lain 
sehingga sirkulasi udara tidak dapat berjalan 
dengan baik. 
 

 
Jarak antar 
bangunan yang 
terlalu behimpitan 
juga mempersulit 
untuk 
mendapatkan 
pencahayaan 
alami sesuai 
standar rumah 
sehat. 
 

D. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan kondisi di atas terlihat bahwa perlua adanya proses 
adaptasi masyrakat di dalam pengadaan rumah (housing delevery) karena 
selama ini yang terjadi bahwa paradigma yang digunakan adalah 
deterministik artinya pengadaan rumah hanya mengacu pada pemikiran 
sekelompok orang tanpa mempertimbangkan kondisi sosial budaya 
masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. 

 
Saran 

1. Dikaitkan dengan sistem pengnadaan rumah (housing delevery) 
tampaknya terdapat potensi yang sangat besar di masyarakat yang 
memerlukan uluran tangan dari pihak-pihak lain yang berfungsi sebagai 

  

 



enabler untuk menjembatani mereka dalam mengakses berbagai sumber 
daya yang diperlukan bagi pengadaan huniannya sendiri. 

2. Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan pemerintah 
tidak lagi sebagai “provider” melainkan sebagai “enabler” maka upaya 
yang harus dilakukan adalah mendorong masyarakat menjadi provider 
bagi pembangunan perumahannya sendiri. Upaya tersebut harus 
dilakukan dengan berbagi tindakan dan strategi agar dalam 
pelaksanaannya dapat dijalankan secara efektif dan efisien. 
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